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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah nagari dalam
pemberdayaan Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka di Nagari Pagadih Kecamatan
Palupuh Kabupaten Agam dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Nagari
dalam melakukan pemberdayaan Kelompok Usaha Tani di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh,
Kabupaten Agam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualiatif dengan menggunakan metode
deskriptif, pemilihan informan penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Metode
pengumpulan informasi yang diseleksi ialah memakai observasi, wawancara, serta studi
dokumentasi. Buat menguji keabsahan informasi dalam riset ini hingga dicoba metode
triangulasi, dalam riset ini metode triangulasi yang dicoba ialah triangulasi sumber. Sebaliknya,
metode analisis informasi yang diseleksi melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan
kesimpulan ataupun verifikasi. Hasil penelitian ini adalah Peran Pemerintah Nagari Dalam
Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Pagadih terhadap Pengembangan Kelompok usaha Tani
Agroforesti Alam Merdeka Sudah berperan cukup baik namun belum optimal. Hal ini dapat
diketahui bahwa Peran Pemerintah Nagari belum menjalankan perannya secara maksimal yaitu,
belum adanya Peraturan Nagari tentang Kelompok Usaha Tani, belum maksimalnya Pemerintah
Nagari dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepadan Kelompok Usaha Tani
Agroforesti Alam Merdeka, belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana Kelompok Usaha
Tani Agroforesti Alam Merdeka dan belum adanya izin legalitas produk Kelompok Usaha Tani
Agroforesti Alam Merdeka

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, Kelompok Usaha Tani
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Abstract

This research aims to analyze the role of the Nagari government in empowering the Alam Merdeka
Agroforestry Farming Business Group in Nagari Pagadih, Palupuh District, Agam Regency and determine
the supporting and inhibiting factors for the Nagari Government in empowering Farming Business Groups
in Nagari Pagadih, Palupuh District, Agam Regency. This type of research is qualitative research using
descriptive methods, selecting research informants using purposive sampling. The information collection
method selected was observation, interviews and documentation studies. To test the validity of the
information in this research, a triangulation method was tried. In this research, the triangulation method
used was source triangulation. On the other hand, the information analysis method selected is through
data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this research are
the Role of the Nagari Government in Empowering the Community in Nagari Pagadih towards the
Development of the Independent Nature Agroforestry Farming Business Group. It has played a fairly good
role but is not yet optimal. It can be seen that the role of the Nagari Government has not carried out its
role optimally, namely, there is no Nagari Regulation regarding Farming Business Groups, the Nagari
Government has not been optimal in providing training and assistance to the Merdek Natural
Agroforestry Farming Business Group, the facilities and infrastructure of the Farming Business Group are
not yet complete. Agroforesti Alam Merdeka and there is no legal permit for the products of the
Agroforesti Alam Merdeka Farming Business Group

Keywords: Role, Empowerment, Farming Age Groups

A. Pendahuluan

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Negara Indonesia. Sumatera
Barat adalah daerah otonomi yang memiliki hak , wewenang dan kewajiban dalam
menyelengarakan pemerintahan nya sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera
Barat tahun 2022 provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah penduduk 5.640.472 jiwa yang
terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dan 1265 nagari dan desa. Dalam pasal 5 menyebutkan
kelembagaan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari yang di sebut dengan Walinagari dan
dibantu oleh perangkat Nagari. Selanjutnya dalam pasal 10 wali nagari Pemerintah Nagari
memiliki tugas dan wewenang dalam menjalankan sistem pemerintahan terutama dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dalam pemberdayaan masyarakat
nagari. Dalam menjalankan sistem Pemerintahan, Pemerintah Nagari sangat berperan penting
dalam pemberdayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pemberdayaan nagari akan tepat sasaran jika di lakukan dengan baik sehinga dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat. Dalam mewujudkan
kesejahteraan di Nagari, Pemerintah Nagari wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Sehubung dengan hal diatas. Walinagari selaku kepala Pemerintahan Nagari yang
memimpin suatu Nagari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Walinagari dengan
bekerja sama dengan perangkat Nagari dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Nagari dan
memiliki wewenang selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan nagari dan aset
nagari, serta melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat nagari dan mengembangkan
serta melestarikan kehidupan sosial masyarakat di =~ Nagari. Maka dari itu dalam
menyelengarakan Pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan yang berkelanjutan serta meningkat sumber daya masyarakat Nagari,
Pemerintah Nagari harus menjalankan perannya dengan baik.

Nagari pagadih dipimpin oleh Walinagari sebagai kepala pemerintahan Nagari dan di bantu
oleh Perangkat Nagari, Badan Pemusyawaratan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari sebagai
unsur penyelengara pemerintahan Nagari. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Walinagari selaku kepala Pemerintahan Nagari dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahaan,
dan menjalankan perannya salah satunya upaya Pemerintahan Nagari Pagadih dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui program pemberdayaan masyarakat.
Komoditas masyarakat di Nagari Pagadih memiliki mata pencarian sebagai petani, seluas 705Ha
lahan masyarakat milik pribadi di jadikan sebagai lahan untuk bertani padi dan seluas 1600Ha
digunakan masyarakat untuk berkebun. Tanaman kopi dan kulit manis adalah jenis tanaman
utama yang di tanaman masyarakat dan telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat.
Selain tanaman kopi masyarakat juga masyarakat juga menanam tanaman tua lainnya seperti
kulit manis, gambir, serai wangi, durian, jeruk, pisang, nangka dan padi. Selain sebagai petani
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dan pekebun masyarakat Nagari Pagadih juga memiliki mata pencarian sebagai peternak,
petagang ,usaha kerajiana bordir,tenaga honorer dan pegawai negeri sipil.

Salah satu upaya Walinagari dalam menjalankan perannya di bidang pemberdayaan
masyarakat Nagari adalah melalui pengembangan kelompok tani dengan cara pembentukan
kelompok usaha tani. Salah satu program kelompok usaha tani yang di kembangakan oleh
pemerintah Nagari adalah Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka yang berfokus pada
pengembangan budi daya tanaman kopi robusta. Nagari Pagadih memiliki luas lahan
perkebunan kopi seluas 17 Ha lahan milik masyarakat perorangan sedangkan 3 Ha lahan
perkebunan kopi milik Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka. Tanaman kopi di
Nagari Pagadih sudah ada sejak tahun 80-an yang di kelola oleh masyarakat secara perorangan
sebagai salah satu penghasilan utama bagi masyarakat Nagari Pagadih, sehingga Nagari Pagadih
menduduki Nagari penghasil kopi terbanyak dan terbaik pada zaman itu. Seiring
berkembangnya zaman tanaman kopi mengalami harga jual rendah sehingga masyarakat
mengantikan tanaman kopi dengan tanaman kulit manis dan gambir perkebunan kopi tidak
produktif lagi. Sejak tahun 2015 masyarakat kembali mengaktifkan kembali perkebunan kopi
dan pada tahun 2022 Dinas Kehutanan Kabupaten Agam mengeluarkan kebijkan tentang
Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Alam Merdeka Pada Lembaga
Pengelolaan Hutan Lindung (LPHN) Nagari Pagadih yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat Nagari Pagadih terkhususnya Pelaku
Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka.

Pada awalnya Kelompok Usaha Tani Agrofresti Alam Merdeka Nagari Pagadih di modali
oleh Pemerintah Daerah salah satunya Dinas Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
yaitu World Resources Institute (WRI) yang merupakan lembaga penelitian independen non
kepemerintahan yang bekerja sama dengan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui pengelolaan lahan barbasis hutan. Adapun bantuan yang di berikan oleh
Pemerintah Daerah dan WRI yaitu berupa bantuan bibit tanaman kopi dan alat produksi
pengolahan kopi. Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka berjumlah 20 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Pemerintahan Nagari yang bernama
Bapak Edo Wardo pada tanggal 1 Agustus 2024 bahwa saat ini di Nagari Pagadih ada dua
kelompok usaha tani yang di kembangkan oleh Pemerintah Nagari dibawah nauangan Dinas
Kehutanan Kabupaten Agam yaitu Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka dan
Kelompok Agro Eduwisata Lebah Madu Galo Galo.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti temukan di lapangan menunjukakan bahwa ada
beberapa fungsi dari pemerintah nagari dalam meperdayakan masyarakat nagari masih belum
berjalan dengan optimal terutama dalam pengembangan kelompok usaha tani tersebut. Hal
tersebut dapat di lihat dari beberapa fungsi tersebut, yaitu 1) belum optimalnya
penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan dalam produksi, 2) belum adanya pengawasan
terhadap kualitas produk, 3) masih kurangnya penyelengaraan dalam pemasaran produk
sehingga 4) belum adanya kebijakan yang keluarkan oleh pemerintah Nagari mengenai
Pengembangan kelompok tani sehingga masyarakat Nagari Pagadih masih belum merasakan
manfaatnya sepenuhnya, 5) rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari.

Pemberian fasilitasi seperti pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi mengenai pengembangan
Kelompok Usaha Tani sudah pernah diberikan oleh Pemerintah Nagari namun masih belum
berjalan optimal, di karenakan terbatasnya anggaran dana yang di khususkan untuk
pengembangan Kelompok Usaha Tani dan rendahnya Partisipasi masyarakat dalam mengikuti
pelatihan yang di adakan oleh pemerintah Nagari.

Minimnya kegiatan pelatihan yang di berikan kepada masyarakat khususnya pelaku
Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka memberikan dampak pada kreatifitas dan
keterbatasan kemampuan mereka terhadap pengembangan Kelompok Usaha Tani Agroforesti
Alam Merdeka. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat yang dalam mengikuti pelatihan
tentang pengelolaan produk dan pengembangan Kelompok Usaha Tani sehingga juga
memberikan dampak kepada mereka yaitu belum terampilnya masyarakat dalam
pengoperasian alat produksi.

Dalam hal pemberian bantuan sarana prasarana atau alat mesin produksi dalam
meningkatkan kualitas produk dari Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka belum ada,
hal ini dikarenakan terbatasnya dana Pemerintah Nagari sehingga Pemerintah Naggari baru
mampu memberikan pelatihan atau sosialisasi kepada pelaku Kelompok Usaha Tani Agrofresti
Alam Merdeka. Terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan, sosialisai dan penyuluhan kepada
Pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka sudah dilaksanakan namun belum
optimal yaitu mengenai pelatiahan pengolahan produk, pembibitan dan pemasaran namun



AJSH/4.3; 1864-1869; 2024 1867

belum berjalan maksimal. Kemudian untuk pemberian bantuan alat produksi itu belum
dilakukan oleh Pemerintah Nagari hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki
Pemerintah Nagari. Adapun bantuan alat atau mesin produksi kopi yang dimiliki oleh pelaku
Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka itu bantuan dari pihak WRI dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Agam belum adanya penyuluhan mengenai pengelolaan lahan pertanian,
belum adanya pelatihan dan sosialisasi mengenai pengembangan usaha kelompok tani, serta
belum lengkanya sarana dan prasarana penunjang untuk keberhasilan usaha kelompok tani
tersebut.

Selain itu, kualitas produk yang di hasilkan masih belum maksimal dan kemasaan yang
kurang menarik membuat nilai rendah sehingga belum mampu menunjang perekonomian
pelaku kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka. Selanjutnya Pemerintah Nagari juga
belum menerbitkan kebijakan atau dasar hukum untuk di jadikan sebagai acuan oleh pelaku
dalam pengembangan Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka. Kemudian apabila
dilihat dari penyelenggaraan dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya, Pemerintah
Nagari sudah melakukan kegiatan promosi dan pemasaran terhadap produk Kelompok Usaha
Tani Agroforesti Alam Merdeka. Pemberian pelatihan terkait pemasaran digital dalam
membantu pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka dalam memanfaatkan
teknologi dan jangkau pasar lebih luas oleh Pemerintah Nagari. Namun pelatihan saja tentu saja
tidak cukup karena di butuhkan pendampinng keahlian yang dapat memberikan panduan
pembinaan terkait pemasaran berbasis digital. dalam hal pemberian pendampingan keahlian di
lapangan belum ada di lakukan

Dengan melihat permasalahan diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Nagari belum
menjalankan perannya dengan baik. Pemerintah Nagari seharusnya memainkan perannya dalam
melakasanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala Pemerintahan baik dalam
menyediakan pelatihan, pendampingan dan menfasilitasi masyarakat dalam pengembangan
pemberdayaan masyararakat pada Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka, sehingga
dengan tingginya kualitas sumber daya masyarakat mereka akan lebih siap dalam mengahadapi
tantangan perekonomian dan mampu mengembangkan potensi mereka secara maksimal.
Belum optimalnya kegiatan dalam pengembangan program kelompok usaha tani seperti
pelatihan, pemberian bantuan sarana dan sarana dan rendahnya sumber daya anggota
kelompok tani memberikan dampak kepada kreatifitas dan keterbatasan pengetahuan anggota
kelompok tani dalam pengelolaan dan pengembangan hasil dari kelompok tani tersebut. Maka
dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Pemerintah Nagari dalam
Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. ”

B. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualiatif dengan menggunakan metode deskriptif,
pemilihan informan penelitian dengan menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan
data yang diseleksi ialah memakai observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Buat menguji
keabsahan informasi dalam riset ini hingga dicoba metode triangulasi, dalam riset ini metode
triangulasi yang dicoba ialah triangulasi sumber. Sebaliknya, metode analisis informasi yang
diseleksi melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan ataupun verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Nagari Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani di Nagari
Pagadih
Adapun peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok usaha tani di Nagari Pagadih
antara lain, sebagai berikut :Reliablity (Kehandalan)
a. Peran Pemerintah Nagari sebagi Regulator
Berdasarkan hasil temuan Peneliti di Nagari Pagadih terkait Peran Pemerintah
Nagari sebagai regulator diketahui hingga saat ini belum adanya Peratuan Nagari yang
disahkan oleh Pemerintah Nagari mengenai Pemberdayaan Masyarakat. hanya saja
hingga saat ini hanya ada SK Wali Nagari Pagadih tentang anggota kelompok Usaha
Tani Agroforesti Alam Merdeka yang di keluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten
Agam.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Julia Nanda Rasifa, Dasman
Lanin (2023) yang mengungkapkan bahwa Peran Pemerintah Nagari sebagai regulator,



1868

AJSH/4.3; 1864-1869; 2024

Pemerintah Nagari belum menetapkan peraturan mengenai peraturan aturan khusus
atau SK mengenai pemberdayaan ekonomi kreatif.

b. Peran Pemerintah Nagari sebagal Dinamisator

Sebagai dinamisator, pemerintah berperan aktif dalam mendorong dan
menggerakkan proses pemberdayaan. Peran ini melibatkan inisiatif untuk memotivasi,
menginspirasi, dan mendukung masyarakat agar mereka lebih proaktif dalam
meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemerintah sebagai dinamisator
melakukan berbagai kegiatan seperti memfasilitasi pelatihan dan pendidikan agar
masyarakat memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, mendorong inovasi
dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, membangun jaringan dan kemitraan
untuk memperluas peluang dan sumber daya yang dapat mereka akses, serta
memberikan motivasi dan dukungan moral agar mereka lebih percaya diri dan
termotivasi untuk mengambil langkah-langah pemberdayaan.

Hal ini sejalan dengan Penelitian pertama, menyebutkan bahwa upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Nagari dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui
Pengelolaan Objek Wisata di Kamang Hilia memberikan dampak posistif kepada
masyarakat karena dengan adanya kerja sama pemerintah Nagari dengan pemerintah
lainnya dan juga masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan
memberikan Hamzah Luthfi, Gusril Basir (2023), Peran Pemerintah Nagari Dalam
Pengelolahan Objek Wisata Luak Gadang di Nagari Kamamng Hilia sosialisai kepada
masyarakat dan juga membentuk pokdarwis ikut juga di ikut sertakan dalam pelatihan
yang di adakan. Selain itu dengan adanya sosialisasi yang di lakukan Pemerintah Nagari
yang di adakan oleh Pemerintah Nagari Kamang Hilia berupa mengajak dan merangkul
masyarakat agar sama sama mengelola objek wisata Luak Gadang sehingga
membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

c. Peran sebagai fasilitator

Berdasarkan hasil pengamatan yang di lakukan peneliti di lapangan terkait peran
fasilator yang dilakukan Peran Pemerintah Nagari di temukan bahwa sudah ada
beberapa fasilitas sarana prasasarana yang di berikan Pemerintah Nagari dalam
memerdayakan masyarakat khususnya Pelaku Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam
Merdeka seperti memberikan bantuan mesin pengolahan kopi dan mesin pemotong
rumput.

. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Nagari Dalam Pemberdayaan

Kelompok Usaha Tani di Nagari Pagadih
a. Faktor Pendukung
Komunikasi merupakan salah satu faktor pendukung Pemerintah Nagari
dalam memberdayakan masyarakat, terjalinnya komunikasi yang baik antara
Pemerintah Nagari dengan masyarakat akan memudahkan dalam keberhasilan
yang direncanakan

b. Faktor Penghambat
1) Terbaasnya Sumber Dana
Terbatasnya sumber danadalam implementasi suatu program akan sulit
mencapai keberhasilan dari program tersebut. dengan adanya dana yang
memadai akan memudahkan Pemerintah Nagari dalam menjalakan program
pemberdayaan secara efektif dan efisen, maka dari itu untuk menjalankan
program pemberdayaan di butuhkan anggaran dana yang memadai agar dapat
mencapai tujuan yang di inginkan.
2) Rendanya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan faktor utama yang mempengaruhi
keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dikarenakan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak akan berlangsung dengan baik
dan optimal apabila masyarakat tidak ikut serta dalam proses dan tahapan-
tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
3) Pola Pikir
Pola pikir merupakan sikap mental mapan yang di bentuk melalui
pendidikan, pengalaman dan prasangka. Pola pikir (mindset) adalah Salah satu
hambatan dalam memberdayakan masyarakat yaitu karena kebanyakan



AJSH/4.3; 1864-1869; 2024 1869

masyarakat masih memiliki cara berpkir yang tradisonal dan tata kelola yang
kurang baik dalam menjalankan usahanya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
peran pemerintah nagari dalam pemberdayaan masyarakat di Nagari Pagadih terhadap
Pengembangan Kelompok usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka Sudah berperan cukup baik
namun belum optimal. Hal ini dapat diketahui bahwa Peran Pemerintah Nagari belum
menjalankan perannya secara maksimal yaitu, belum adanya Peraturan Nagari tentang
Kelompok Usaha Tani, belum maksimalnya Pemerintah Nagari dalam memberikan pelatihan
dan pendampingan kepada Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdek, belum lengkapnya
fasilitas sarana dan prasarana Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka dan belum
adanya izin legalitas produk Kelompok Usaha Tani Agroforesti Alam Merdeka.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis sampaikan
kepada Pemerintah Nagari dapat memaksimalkan perannya dalam mengeluarkan kebjakan
mengeluarkan kebijakan tentang peraturan Nagari mengenai Kelompok Usaha Tani agar dapat
di jadikan pedoman oleh pelaku kelompok Usaha Tani.
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